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ABSTRACT

Constitutional Law is a branch of law that regulates the structure, function, and
relationships between state institutions, as well as the interaction between the state and
citizens. This research aims to examine the application of Constitutional Law in the
Indonesian government system, uncover the main obstacles that arise, and formulate
adaptive strategies to improve the effectiveness of its implementation. This research
employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods, complemented by
doctrinal studies of primary legal sources and comparative analysis to examine legal
practices in other countries. The results indicate that although the Indonesian
Constitutional Law framework integrates the principles of the supremacy of law, equality
before the law, and protection of human rights, structural obstacles such as corruption,
weak oversight of the judiciary, and conflicts between government policies and human
rights principles remain major obstacles to its implementation. The implications of this
research indicate that the success of governance system reform depends not only on
structural changes but also on improving the quality of democracy through the
independence of state institutions, public involvement in the legislative process, and
increased public political awareness.
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ABSTRAK

Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan
hubungan antarlembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan Hukum Tata Negara dalam sistem
pemerintahan Indonesia, mengungkap berbagai kendala utama yang muncul, serta
merumuskan strategi adaptif quna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian
ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dilengkapi dengan
studi doktrinal terhadap sumber hukum primer serta analisis komparatif guna menelaah
praktik hukum di negara lain. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kerangka
Hukum Tata Negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip supremasi hukum,
kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, hambatan struktural
seperti praktik korupsi, lemahnya fungsi pengawasan lembaga yudikatif, serta
pertentangan antara kebijakan pemerintah dan prinsip hak asasi manusia masih menjadi
kendala utama dalam implementasinya. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa keberhasilan reformasi sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada
perubahan struktural, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi melalui
independensi lembaga mnegara, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan
peningkatan kesadaran politik publik.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan Social dan Tata Kelola Pemerintahan
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PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus
pada kajian mengenai struktur serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan,
hubungan antarlembaga negara, dan interaksi antara negara dengan warga
negaranya. Konsep ini menjadi landasan konstitusional yang berperan penting
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) serta menegakkan
prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui
penerapan prinsip tersebut, Hukum Tata Negara berfungsi memastikan agar
setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya secara proporsional, saling
mengawasi, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, sehingga tercipta sistem
pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (Abqa et al., 2023).

Hukum Tata Negara Indonesia berakar pada prinsip-prinsip Pancasila dan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Cabang hukum ini
berfungsi mengatur tatanan konstitusional negara, mendefinisikan peran serta
hubungan antarorgan pemerintahan, dan menegakkan perlindungan hak-hak
konstitusional warga negara, dan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas
pemerintahan.

Perkembangan teknologi, arus globalisasi, serta meningkatnya tuntutan
publik terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mengubah secara signifikan
dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, penyesuaian
Hukum Tata Negara menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai
konstitusional dalam praktik kenegaraan. Namun demikian, fenomena seperti
politisasi lembaga negara, benturan kepentingan dalam proses legislasi, dan
lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik korupsi menegaskan masih
adanya kesenjangan antara prinsip hukum yang ideal dan kenyataan politik yang
terjadi. Disparitas tersebut menunjukkan perlunya pembaruan sistemik agar
implementasi konstitusi dapat berjalan secara efektif, adil, dan berintegritas.

Dalam konteks globalisasi, keterhubungan Indonesia dengan sistem hukum
internasional memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Hukum
Tata Negara. Prinsip-prinsip universal seperti penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
kerap menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan praktik hukum dan
budaya politik lokal yang belum sepenuhnya sejalan. Selain itu, perubahan sosial-
politik di dalam negeri yang berlangsung secara dinamis — termasuk
meningkatnya polarisasi politik dan tuntutan terhadap representasi yang lebih
inklusif turut memperumit proses penerapan prinsip-prinsip konstitusional
tersebut. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian yang adaptif agar nilai-nilai
konstitusi tetap relevan dalam menghadapi perkembangan global dan domestik.

Beragam tantangan tersebut menegaskan bahwa Hukum Tata Negara tidak
dapat dipandang sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang
bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan telaah yang komprehensif
terhadap fungsi, peran, dan efektivitas penerapan Hukum Tata Negara dalam
konteks kekinian. Upaya evaluatif ini penting guna memastikan agar prinsip-
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prinsip konstitusional tetap relevan serta mampu menjawab berbagai persoalan
sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang di Indonesia. Dengan
demikian, Hukum Tata Negara dapat berfungsi optimal sebagai pemandu dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan dalam
kajian ketatanegaraan Indonesia. Pertama, menelaah secara mendalam penerapan
prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia
berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku. Kedua, mengidentifikasi berbagai
tantangan mendasar yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara di era
politik modern, termasuk fenomena politisasi lembaga negara, benturan
kepentingan dalam proses legislasi, serta pengaruh globalisasi terhadap dinamika
pemerintahan nasional. Kajian terhadap dua aspek tersebut diharapkan dapat
menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan implementasi Hukum Tata
Negara agar lebih adaptif dan berkeadilan.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara
norma-norma konstitusional yang ideal dengan praktik ketatanegaraan yang
berlangsung dalam realitas politik Indonesia. Berbagai persoalan seperti politisasi
lembaga negara, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan, serta
belum optimalnya penerapan prinsip checks and balances menunjukkan perlunya
kajian yang lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, pengaruh globalisasi dan
tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta akuntabilitas menuntut
pembaruan dalam penerapan Hukum Tata Negara agar tetap relevan. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan
praktis dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan
berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif
pelaksanaan Hukum Tata Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia serta
meninjau sejauh mana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam praktik
kenegaraan. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai
hambatan dan permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas
penerapannya di lapangan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya
merumuskan langkah-langkah strategis dan adaptif yang dapat memperkuat
pelaksanaan Hukum Tata Negara agar selaras dengan dinamika sosial dan politik
kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan
kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih transparan,
akuntabel, dan berlandaskan konstitusi.

Implementasi Hukum Ketatanegaraan dalam Pemerintahan Indonesia
memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara
teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu Hukum Tata Negara dengan
menghadirkan analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika politik dan
pemerintahan modern. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi
rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga negara dalam memperbaiki
mekanisme checks and balances, memperkuat supremasi hukum, serta
meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penelitian
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ini berpotensi memberikan landasan konseptual dan rekomendasi strategis bagi
pembaruan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan
akuntabel

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis untuk menginvestigasi implementasi Hukum Tata
Negara dalam pemerintahan Indonesia serta tantangan yang muncul di era politik
modern. (Noven, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur
yang komprehensif, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian
terkait. Analisis ini juga melibatkan kajian mendalam terhadap teori hukum tata
negara dan studi kasus implementasinya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini
menggunakan analisis kontekstual untuk memahami dinamika politik terkini,
seperti konflik antarlembaga, politisasi lembaga negara, dan pengaruh globalisasi
terhadap pemerintahan. (Ridlo, 2023). Selanjutnya teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, melalui
analisis terhadap literaturliteratur tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola,
tren, serta isu-isu kunci yang memengaruhi perbandingan antara penerapan
Hukum Tata Negara di Indonesia dan di beberapa negara lain yang mengalami
tantangan sejenis dalam praktik ketatanegaraannya. Melalui pendekatan ini,
penelitian berupaya menggali berbagai model, kebijakan, dan mekanisme hukum
yang dapat menjadi referensi bagi penguatan sistem konstitusional di Indonesia.
Tujuannya adalah menemukan solusi yang bersifat inovatif namun tetap relevan
dengan konteks sosial, politik, dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip Supremasi Hukum Berdasarkan UUD 1945

Prinsip supremasi hukum merupakan pilar utama dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi acuan
tertinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, yang berarti seluruh
tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus berlandaskan
pada hukum, bukan pada kehendak kekuasaan atau kepentingan kelompok
tertentu.

Secara konseptual, supremasi hukum menuntut adanya penegakan hukum
yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Namun dalam
realitasnya, masih terlihat adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan
praktik institusional, di mana kekuasaan sering kali memiliki pengaruh besar
terhadap proses hukum. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip supremasi hukum
belum sepenuhnya mengakar dalam kultur birokrasi dan politik Indonesia.

Selain itu, jaminan hak asasi manusia (HAM) yang termuat dalam Bab XA
UUD 1945 menjadi bagian esensial dari penerapan prinsip supremasi hukum.
Meski regulasi telah mengatur perlindungan HAM secara komprehensif,
implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan
terhadap pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih
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berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara idealitas
konstitusional dengan praktik hukum yang dijalankan. (Suyanto, 2020; Nugroho,
2019).

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi instrumen penting dalam
memastikan supremasi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Namun, masih
sering ditemukan ketidakpatuhan terhadap putusan MK oleh lembaga-lembaga
negara lain, yang memperlihatkan lemahnya kesadaran terhadap prinsip
konstitusionalitas hukum. (Maharani & Kurniawan, 2021).

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip supremasi
hukum berdasarkan UUD 1945 masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya
operasional. Hambatan utamanya bukan hanya pada struktur hukum, melainkan
juga pada budaya hukum dan integritas aparatur negara. Oleh karena itu,
penegakan supremasi hukum di Indonesia memerlukan reformasi berkelanjutan,
baik dalam aspek kelembagaan maupun etika politik, agar hukum benar-benar
berfungsi sebagai pengendali kekuasaan dan penjaga keadilan substantif.
(Pratama & Wijaya, 2021)

Tantangan Politisasi dan Korupsi Struktural dalam Lembaga Negara

Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan
yang transparan dan adil di Indonesia adalah adanya politisasi kekuasaan serta
praktik korupsi yang telah melembaga di berbagai institusi negara. Kondisi ini
memperlihatkan bahwa penerapan supremasi hukum dan prinsip demokrasi
masih menghadapi kendala serius dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
tujuan sistem ketatanegaraan. Akibatnya, independensi lembaga negara dan
akuntabilitas penyelenggara pemerintahan menjadi terganggu, sehingga
efektivitas hukum dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan masih
terbatas. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum dan birokrasi menjadi sangat
penting untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum
dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. (Suryanto, 2021).

Secara analitis, politisasi lembaga negara muncul ketika proses
pengambilan keputusan, penunjukan pejabat, dan implementasi kebijakan
didominasi oleh kepentingan politik atau loyalitas pribadi, bukan berdasarkan
prinsip  meritokrasi dan  profesionalisme. Situasi ini menimbulkan
ketidakseimbangan antara kepentingan rakyat dan agenda kekuasaan, sehingga
tujuan pelayanan publik menjadi tergeser. Akibatnya, independensi lembaga
negara melemah dan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi pengawasan serta
regulasi menjadi terbatas. Lembaga-lembaga tersebut pun berisiko bertransformasi
menjadi instrumen politik bagi kelompok atau aktor tertentu, sehingga
menurunkan kredibilitas dan legitimasi institusional secara keseluruhan.

Di sisi lain, korupsi struktural bukan hanya masalah individu yang
menyalahgunakan kekuasaan, melainkan telah melembaga dalam sistem birokrasi
negara. Praktik-praktik korupsi ini sering terselubung melalui mekanisme formal
yang terlihat sah, seperti pengadaan barang dan jasa, alokasi anggaran, maupun
transaksi politik dalam pengambilan kebijakan. Fenomena ini memperlihatkan
bahwa korupsi telah melampaui ranah pelanggaran hukum semata dan beralih
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menjadi pola kekuasaan yang mengakibatkan penyimpangan menjadi sesuatu
yang dianggap wajar. Dengan demikian, korupsi struktural menegaskan adanya
distorsi sistemik yang menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang
bersih dan akuntabel.

Kritik utama terhadap kondisi ini adalah lemahnya akuntabilitas
institusional dan pengawasan antar-lembaga. Meskipun telah ada lembaga seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, efektivitasnya kerap
terhambat oleh intervensi politik dan resistensi dari aktor-aktor birokratik yang
diuntungkan oleh status quo. Reformasi hukum dan kelembagaan sering kali
berjalan parsial dan tidak menyentuh akar masalah, yakni budaya politik
transaksional serta rendahnya integritas moral penyelenggara negara. (Bahrudin &
Suryani, 2021).

Oleh karena itu, secara kritis dapat disimpulkan bahwa politisasi dan
korupsi struktural mencerminkan adanya krisis etika dan tata kelola kekuasaan
yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum dan moralitas publik. Upaya
penanganan kedua masalah ini tidak cukup hanya dengan memperkuat regulasi,
tetapi juga harus diiringi dengan transformasi budaya politik, peningkatan
transparansi, serta pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat menjadi kontrol
sosial yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Adaptasi Hukum Tata Negara terhadap Dinamika Global.

Penyesuaian Hukum Tata Negara terhadap perubahan global
mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam menata ulang sistem
ketatanegaraannya agar selaras dengan perkembangan hukum dan politik
internasional yang terus berubah secara cepat dan kompleks. Dalam menghadapi
arus globalisasi yang kian kuat, negara dituntut untuk memiliki mekanisme
hukum yang adaptif terhadap dinamika hubungan antarnegara dan pengaruh
lembaga global. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian regulasi,
tetapi juga dengan pembentukan struktur kelembagaan yang mampu merespons
tantangan global secara efektif. Dengan demikian, adaptasi hukum tata negara
menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan nasional di tengah
integrasi global yang semakin mendalam.

Pada era globalisasi saat ini, garis pembeda antara kedaulatan nasional dan
pengaruh luar negeri semakin sulit untuk dipertahankan, sehingga hukum tata
negara dituntut memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan global.
Dinamika internasional memunculkan tantangan baru yang menuntut
keterbukaan terhadap nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap hak
asasi manusia, penerapan prinsip demokrasi yang substantif, serta pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel menjadi indikator penting bagi legitimasi suatu negara
dalam tatanan global modern. Oleh karena itu, sistem hukum tata negara harus
mampu menyeimbangkan antara komitmen terhadap nilai-nilai global dan
perlindungan terhadap kedaulatan nasional yang menjadi dasar identitas
kenegaraan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 7676
Copyright; Yusrina Handayani


https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https:/ /ejournal.yayasanpendidikandzurrivatulquran.id/index.php/AlZavn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Number 5, 2025

Meskipun demikian, proses penyesuaian ini sering menghadapi hambatan
karena adanya benturan antara prinsip kedaulatan nasional dan kebutuhan
harmonisasi dengan standar hukum global. Oleh sebab itu, adaptasi hukum tata
negara perlu dilakukan secara selektif dan kontekstual agar modernisasi hukum
tidak mengikis nilai konstitusional bangsa, tetapi justru memperkuat kemandirian
hukum nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik
dan tuntutan global.

Kendati demikian, upaya penyesuaian hukum tata negara terhadap
dinamika global kerap menemui berbagai tantangan, terutama ketika terjadi
gesekan antara prinsip kedaulatan negara dan tuntutan penyeragaman dengan
norma hukum internasional. Dalam kondisi tersebut, proses adaptasi harus
dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan
ketergantungan terhadap sistem hukum luar. Pendekatan yang selektif dan
kontekstual diperlukan supaya modernisasi hukum tetap berpijak pada nilai-nilai
konstitusi serta karakter bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, penyesuaian
hukum tata negara dapat berfungsi memperkuat kemandirian sistem hukum
nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan
komitmen terhadap standar global.

SIMPULAN

Kesimpulan dari Penerapan Hukum Tata Negara dalam sistem
pemerintahan Indonesia, yang berlandaskan pada UUD 1945, bertujuan untuk
menciptakan negara yang demokratis, adil, dan transparan dengan
mengutamakan prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, serta
perlindungan hak asasi manusia. Penerapan ini membutuhkan berbagai elemen
yang mendukung seperti peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga
konstitusi, asas legalitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.
Namun, dalam praktiknya, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti politisasi
lembaga negara, konflik kepentingan, korupsi, serta dampak globalisasi yang
mempengaruhi kebijakan domestik. Tantangan utama dalam implementasi
Hukum Tata Negara di tengah dinamika politik kontemporer mencakup
perubahan konstitusi yang sering diperdebatkan, konflik antara kebijakan
pemerintah dan hak asasi manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta
politisasi lembaga peradilan. Korupsi dan intervensi politik terhadap lembaga-
lembaga negara semakin memperburuk implementasi prinsip hukum yang adil
dan transparan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang
berfokus pada penguatan sistem hukum melalui penerapan hermeneutika hukum
yang adil, peningkatan kapasitas Mahkamah Konstitusi, dan penguatan
independensi lembaga peradilan. Selain itu, reformasi sistem legislasi dengan
meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta peningkatan kesadaran
politik masyarakat, menjadi kunci untuk memperkuat implementasi Hukum Tata
Negara yang lebih efektif dan berkeadilan. Relevansi masa depan pemerintahan
demokratis di Indonesia sangat erat kaitannya dengan efektivitas implementasi
hukum ketatanegaraan sebagai fondasi penyelenggaraan negara yang
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berlandaskan prinsip hukum dan keadilan. Hukum ketatanegaraan berperan
memastikan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, menjamin supremasi
konstitusi, serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan
wewenang. Keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan menentukan
kualitas demokrasi Indonesia di masa depan, karena demokrasi tidak hanya
diukur dari proses elektoral, tetapi juga dari tegaknya sistem hukum yang
akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum
ketatanegaraan menjadi faktor kunci dalam membangun pemerintahan yang
demokratis, berintegritas, dan mampu beradaptasi terhadap tantangan politik
serta sosial di era modern.
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